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LEMBARAN DAERAH 
KOTA BEKASI 

 

 
  NOMOR: 12                                  2019                                  SERI : E                                              

 
PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI 

NOMOR 12 TAHUN 2019 
TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI NOMOR 06 
TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN 

LINGKUNGAN PERUSAHAAN DI KOTA BEKASI 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

WALI KOTA BEKASI, 
 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 188.34-8857 Tahun 2016 tentang Pembatalan 
Beberapa Ketentuan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 
06 Tahun 2015 tentang Pedoman Tanggung Jawab Sosial 
dan Lingkungan Perusahaan di Kota Bekasi, serta untuk 
memberikan kepastian Hukum terhadap perusahaan, 
masyarakat dan Pemerintah Kota Bekasi, maka Peraturan 
Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2015 tentang Pedoman 
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kota 
Bekasi, dipandang perlu dilakukan penyesuaian; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah 
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi 
Nomor 06 Tahun 2015 tentang Pedoman Tanggung Jawab 
Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kota Bekasi. 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang 
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 
111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3663); 
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3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak 
dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4152); 

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan 
Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4297); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang 
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4724); 

6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 
Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4756); 

7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha 
Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4866); 

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang 
Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik 
Indonesia tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4967); 

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5059); 

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

11. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang 
Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5235); 
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12. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang 
Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5492); 

13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679); 

14. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang 
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang 
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan 
Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5305); 

17. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 
tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan 
Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 
2016 Nomor 6 Seri E); 

18. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 
Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2017 
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi 
Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran 
Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 15 Seri D). 
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Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI 

dan 

WALI KOTA BEKASI 

MEMUTUSKAN : 

menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI NOMOR 06 TAHUN 
2015 TENTANG PEDOMAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN 
LINGKUNGAN PERUSAHAAN DI KOTA BEKASI. 
 

Pasal I 
 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 
2015 tentang Pedoman Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di 
Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2015 Nomor 6 Seri E), 
diubah sebagai berikut : 
1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 
1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi. 
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan 
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi. 
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, 

adalah lembaga perwakilan daerah yang berkedudukan sebagai 
penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD 
dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Daerah. 

6. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, 
baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal 
asing untuk melakukan usaha di wilayah asing. 

7. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan 
hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan 
perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar, yang 
seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang 
ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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8. Pemangku kepentingan adalah semua pihak, baik dalam lingkungan 
organisasi maupun di luar lingkungan organisasi, yang mempunyai 
kepentingan baik lingkungan organisasi, yang mempunyai 
kepentingan baik langsung maupun tidak langsung yang bisa 
mempengaruhi atau terpengaruh dengan keberadaan, kegiatan dan 
perilaku organisasi yang bersangkutan. 

9. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah 
badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh 
negara melalui penyertaan secara langsung, yang berasal dari 
kekayaan negara yang dipisahkan. 

10. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah 
Badan Usaha Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi. 

11. Perusahaan adalah Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, BUMN 
dan BUMD. 

12. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang selanjutnya disingkat 
TJSL adalah komitmen perusahaan untuk berperan dalam 
pembangunan ekonomi berkelanjutan, guna meningkatkan kualitas 
kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perusahaan, 
komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. 

13. Lembaga Pengelola Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang 
selanjutnya disingkat LPTJSL adalah lembaga yang dibentuk bersifat adhoc 
untuk melaksanakan program TJSL dan sebagai wadah komunikasi, 
konsultasi, dan evaluasi dalam penyelenggaraan TJSL di Kota Bekasi. 

14. Dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan adalah 
dana yang berasal dari perusahaan yang dilaksanakan oleh 
perusahaan dalam rangka pelaksanaan Program Tanggung Jawab 
Sosial dan Lingkungan serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan 
untuk mendukung pembangunan di Kota Bekasi. 

15. Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar 
pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian abitrase yang 
dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. 
 

2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : 
 

Pasal 5 
 

 

(1) Pelaksana TJSL adalah perusahaan yang berdomisili di Kota Bekasi. 
(2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berstatus pusat, 

cabang atau unit pelaksana dan telah melaksanakan kegiatan usaha 
sekurang-kurang 1 (satu) tahun. 
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3. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 8 

(1) Penentuan besaran dana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan harus 
memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan perusahaan. 

(2) Pembiayaan penyelenggaraan tanggung jawab sosial perusahaan 
dialokasikan dari sebagian keuntungan bersih setelah pajak dalam tahun 
berjalan atau dari anggaran yang telah ditentukan oleh perusahaan. 

(3) Besaran dana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah 
berupa Program Kegiatan. 

4. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 12 

(1) LPTJSL Perusahaan terdiri dari 9 orang meliputi antara lain : 
a. unsur Akademisi 1 (satu) orang; 
b. unsur Tokoh Masyarakat 3 (tiga) orang; 
c. unsur Pemerintah Daerah 2 (dua) orang; 
d. unsur perwakilan Perusahaan 3 (tiga) orang. 

(2) Syarat umum untuk menjadi Pengelola LPTJSL adalah : 
a. sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan hasil tes Rumah 

Sakit Daerah; 
b. umur minimal 30 tahun; 
c. pendidikan minimal Sarjana; 
d. berintegritas, mampu bekerjasama, serta memiliki tanggung 

jawab sosial yang tinggi dalam masyarakat; 
e. berpengalaman dalam organisasi; 
f. mengerti dan menguasai pengelolaan TJSL. 

(3) Syarat khusus untuk menjadi Pengelola LPTJSL adalah : 
a. unsur dari Akademisi adalah individu yang mengerti dan menguasai 

secara akademik mengenai tanggung jawab sosial perusahaan; 
b. unsur dari Tokoh Masyarakat adalah tokoh yang telah dikenal dan 

diakui masyarakat serta tidak pernah melakukan perbuatan pidana 
yang ancaman hukumannya paling singkat 5 (lima) Tahun; 

c. unsur dari Pemerintah Daerah adalah Perangkat Daerah dan unit 
kerja yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah dan 
kerja sama Daerah; 

d. unsur dari Perwakilan Perusahaan harus mendapat minimal 5 
(lima) rekomendasi dari perusahaan pembayar yang berdomisili 
di Kota Bekasi. 
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Pasal II 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi.  

 
 Ditetapkan di Bekasi  

pada tanggal 23 September 2019 

WALI KOTA BEKASI, 
 
        Ttd/Cap 
 
 RAHMAT EFFENDI 
 

Diundangkan di Bekasi  
pada tanggal 23 September 2019 

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,  
 
                      Ttd/Cap 
 
 

            RENY HENDRAWATI 

 

LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2019 NOMOR  12 SERI E 

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI, PROVINSI JAWA BARAT :  
(12/237/2019) 
 


